



IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKOLEH 
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI MENURUTUNDANG-UNDANG 









PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATANEGARA 
 
Dosen Pembimbing :  
    1. Arfiani, SH., MH 









IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEMERINTAH 
KOTA BUKITTINGGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 
 
(FitriaUlfah, 1210111030, Hukum Tata Negara (PK VI), FakultasHukumUniversitasAndalas, 




KeberadaanUndang-undangNomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaanInformasiPublik (UU 
KIP) yang telahdisahkanolehDewanPerwakilan Rakyat (DPR) padatanggal 30 April 2008 
memberikanjaminanterhadapsemua orang 
untukmemperolehinformasidalamrangkameningkatkanperansertamasyarakatdalampenyeleng
garaan Negara. UU KIP 
inisecarategasmemberikankewajibankepadabadanpublikuntukmembukainformasi yang 
berkaitandenganinstitusinya, kebijakan yang dihasilkan, sertakegiatan-kegiatan yang 
dilakukan, 
termasukkondisikeuangandanpenggunaananggaran.SkripsiinimembahastentangImplementasi
KeterbukaanInformasiPublikolehPemerintah Kota BukittinggimenurutUndang-undangNomor 
14 Tahun 2008 
tentangKeterbukaanInformasiPublik.Rumusanmasalahdalampenelitianiniadalah : a) 
BagaimanaImplementasiKeterbukaanInformasiPublikolehPemerintah Kota 
BukittinggimenurutUndang-undangNomor 14 Tahun 2008 
TentangKeterbukaanInformasiPublik? , b) Apakendala yang 
dihadapidalampelaksanaanKeterbukaanInformasiPublikolehPemerintah Kota Bukittinggi? 
.Penelitianiniadalahpenelitianyuridisempirisyaitupenelitian yang 
melihatbagaimanakenyataandilapangandanmenghubungkannyadenganperaturanperundang-
undangan yang berlaku.Penelitianinibersifatdeskriptifdengananalisis data kualitatif, yaitu data 
yang dijabarkantidakmenggunakanangka-angka, 
melainkanmenggunakanteoridankonsepsparaahli, peraturanperundang-undangan, 
danlogikauntukmemperolehkesimpulan yang relevan.Data penelitianmeliputi data primer dan 





Bukittinggimendapatperingkatrendah. Hal-hal yang 
menyebabkanrendahnyapelaksanaanKeterbukaanInformasiolehPemerintah Kota 
Bukittinggiadalahsaranadanprasarana yang belumdikembangkandenganbaik.Ada pun saran 
yang dapat di kemukakandalampenelitianiniadalah agar 
lebihmeningkatkansaranadanprasaranamaupunpengembangansisteminformasi demi 
telaksananyaKeterbukaanInformasiPubliksebagaimanamestinyasesuaidenganketentuanUndan
g-undangNomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaanInformasiPublik. 
